BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

bahwa untuk efektifitas dan kelancaran dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan
dan kemasyarakatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan daerah guna mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, maka perlu
disusun suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana Kkerja
tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagia mana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2017;

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi
Lampung ( Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 4934 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Yang
Berkeadilan;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencama Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah
dalam Perencanaan Pembangunan.

Sistem Percanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang. Jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsure penyelenggara Negara dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
Barat

RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP
Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan
tahun 2025

RPJP Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut
sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025.

. RPJP Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 yang

selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.



10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2017 sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat
2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan;
a. menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
di daerah sekaligus dijadikan tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
b. menjamin  kerterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Barat
Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Babl : PENDAHULUAN

b. Babll : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 DAN PENCAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c. BablIll : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

d. BabIV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
e. BabV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
f. Bab VI : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 3 tertuang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 30 Mei 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagign Hukum,

Soﬁv, n Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




